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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Kontribusi penerimaan Pajak Bumi dan 
Bangunan sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah di Kota BinjaiTahun 2015-
2017. Untuk mengetahui tingkat Efektivitas penerimaan Pajak Bumi dan 
Bangunan (PBB) sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah di Kota Binjai Tahun 
2015-2017. Dan  untuk mengetahui faktor apa saja yang menjadi penghambat 
efektivitas penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan. Penelitian ini menggunakan 
metode deskriptif/kuantitatif untuk dapat menganalisis data dengan cara 
mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul tanda 
bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. 
Hasil analisis tingkat efektivitas penerimaan PBB di Kota Binjai mengalami 
fluktuatif dalam kurun waktu 3(tiga) tahun terakhir dengan rata-rata persentase 
sebesar 98,91%, sedangkan hasil kontribusi PBB di Kota Binjai dikategorikan 
sangat kurang dengan rata-rata persentase hanya sebesar 7,05%. Sebaiknya 
Pemerintah Daerah diharapkan terus menggali potensi-potensi yang dapat 
menambah penerimaan PBB-P2 agar target yang ditetapkan tercapai. 
 
 
Kata kunci: Kontribusi,efektivitas, pajakbumi dan bangunan, dan PAD 
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ABSTRACT 

This study aims to determine the contribution of revenue from land and building 
tax as a source of local revenue in the city of Binjai in 2015-2017. To find out the 
level of effectiveness of Land and Building Tax (PBB) revenue as a Source of 
Local Revenue in Binjai City in 2015-2017. And to find out what factors hamper 
the effectiveness of land and building tax receipts. This research uses descriptive / 
qualitative/quantitative methods to be able to analyze data by describing or 
describing data that has been collected signs intended to make conclusions that 
apply to the public or generalization. The results of the analysis of the 
effectiveness of PBB revenue in Binjai City have fluctuated within the last 3 
(three) years with an average percentage of 98.91%, while the results of UN 
contributions in Binjai City are categorized as very poor with an average 
percentage of only 7, 05%. It is recommended that Local Governments are 
expected to continue to explore potentials that can increase PBB-P2 revenue so 
that the targets set are achieved. 
 

Keywords: Contributions,Effectiveness,land and building tax, and PAD  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Dalam susunan pendapatan negara, Indonesia mempunyai banyak 

penerimaan dari berbagai sektor. Sektor tersebut mempunyai peranan yang sangat 

penting dan merupakan komponen terbesar serta sumber utama penerimaan dalam 

negeri untuk menopang pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan 

pembangunan nasional. Oleh karena itu, dibutuhkan partisipasi aktif dari seluruh 

lapisan masyarakat dalam membantu beban pembangunan, mau pun dalam 

pertanggung jawaban atas dilaksanakannya pembangunan, yang diwujudkan 

dengan ikut serta dan saling memikul dalam pembangunan nasional, untuk 

mewujudkan masyarakat yang adil dan masyarakat yang sejahtera. 

Penerimaan negara tersebut telah mendorong meningkatnya pelaksanaan 

otonomi daerah yang dibarengi dengan sistem desentralisasi pemerintahan dan 

keuangan. Dengan adanya otonomi daerah dimana daerah didorong untuk 

meningkatkan pendapatan asli daerah, banyak daerah yang memikirkan 

bagaimana meningkatkan tariff pajak dan retribusi daerah serta memikirkan untuk 

menciptakan obyek-obyek pajak dan retribusi daerah yang baru. (Suparmoko, 

2012:15) 

Menurut UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, otonomi 

daerah merupakan kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus 

kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi 

masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Konsekuensi dari
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Penerapan otonomi daerah yaitu setiap daerah dituntut untuk 

meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat digunakan membiayai urusan 

rumah tangganya sendiri. Peningkatan ini ditunjukan untuk meningkatkan 

pendapatan asli daerah (PAD) guna membiayai rumah tangganya sendiri. 

Peningkatan ini ditunjukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, 

sehingga dapat menciptakan tata pemerintahan yang lebih baik. Oleh karena itu, 

perlu dilakukan usaha-usaha untuk meningkatkan penerimaan dari sumber-sumber 

penerimaan daerah, salah satunya dengan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah 

(PAD). Untuk mengoptimalkan PAD, beberapa pendapatan asli daerah harus 

ditingkatkan, antara lain:pajak daerah, retribusi daerah, hasil kekayaan daerah 

yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah (Darmin, 2010). 

Pajak provinsi terdiri dari pajak kendaraan bermotor, bea balik nama 

kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor dan pajak 

pengambilan dan pemanfaatan air permukaan, serta pajak rokok. Pajak kabupaten 

atau kota terdiri dari pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, 

pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak 

pengambilan dan pengelolahan bahan galian golongan C dan pajak parkir, pajak 

air bawah tanah, pajak sarang burung walet, Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan 

dan Perkotaan, serta bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. 

PBB dikenakan terhadap objek pajak berupa tanah atau bangunan yang 

didasarkan  pada azaz kenikmatan dan manfaat dan dibayar pada setiap tahunnya. 

Bumi dan bangunan merupakan dua obyek dari PBB, yaitu bumi yang dapat di 

definisikan sebagai permukaan bumi yang berupa tanah dan perairan serta segala 

sesuatu yang dibawahnya, sedangkan bangunan adalah konstruksi teknik yang 
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ditanamkan atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan perairan di wilayah negara 

Indonesia. (Mokamat:2009). 

Berdasarkan data dari Badan Pengelolaan Pendapatan dan Aset Daerah 

Kota Binjai berikut disajikan target dan realisasi penerimaan pajak bumi dan 

bangunan (PBB) Kota Binjai periode tahun 2015-2017. 

Tabel 1.1 
Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan(PBB) 

Kota Binjai 

Sumber :DinasPendapatan Daerah Kota Binjai. 

 

Berdasarkan data diatas, terlihat bahwa realisasi penerimaan Pajak Bumi 

dan Bangunan (PBB) mengalami pengingkatan, hal ini dikarenakan telah 

beroperasinya  jalan tol Medan Binjai, reaktivasi kereta api Binjai-Besitang dan 

kawasan industry Binjai, maka pendapatan pajak kota Binjai meningkat cukup 

besar. 

Efektivitas adalah hubungan antara output dan tujuan. Dalam artian 

efektivitas merupakan ukuran seberapa jauh tingkat output, kebijakan dan 

prosedur dari organisasi mencapai tujuan yang ditetapkan. Dalam pengertian 

teoritis atau praktis, tidak ada persetujuan yang universal mengenai apa yang 

dimaksud dengan “Efektivitas”. Bagaimana pun defines efektivitas berkaitan 

dengan pendekatan umum. Bila ditelusuri efektivitas berasal dari kata dasar 

efektif yang artinya : (1). Ada efeknya (pengaruhnya, akibatnya, kesannya) 

seperti: manjur; mujarab; mempan; (2). Penggunaan metode/cara, sarana/alat 

No. Periode 
tahun 

Target Realisasi Persen % 

1. 2015 6.200.000.000,00 5.369.063.223,00 86,60% 

2. 2016 7.100.000.000,00 7.312.371.928,00 102,99% 

3. 2017 8.213.888.589,00 8.802.139.503,00 107,16% 
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dalam melaksanakan aktivitas sehingga berhasil guna (mencapai hasil yang 

optimal). (Bungkaes, 2013:45) 

Kota Binjai merupakan salah  satu kota metropolitan yang 

pertumbuhannya cukup maju dan pesat. Kota Binjai merupakan kota yang telah 

menerapkan Pajak Bumi dan Bangunan sebagai pajak daerah. Penetapan PBB di 

Kota Binjai sudah berdasarkan penerapan Zona Nilai Tanah (ZNT) yang 

mendekati harga pasar akan mampu menciptakan pemerataan pembangunan di 

seluruh Kota Binjai. Pajak Bumi dan Bangunan yang diterima merupakan bagian 

dari tulang punggung pembiayaan daerah. Oleh karena itu kemampuan suatu 

daerah menarik PBB akan mempengaruhi perkembangan dan pembangunan di 

wilayah tersebut dan akan mempengaruhi seberapa besar kontribusi penerimaan 

PBB terhadap APBD suatu daerah. Semakin besar penerimaan PBB terhadap 

APBD, maka akan semakin kecil ketergantungan terhadappemerintah pusat. 

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kota Binjai berikut disajikan 

realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Binjai periode tahun 2015-2017. 

 

Tabel 1.2 
Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Binjai 

 

Periode Tahun Realisasi PAD 

2015 78.327.793.000,00 

2016 97.339.497.584,00 

2017 129.719.664.931,48 

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Binjai. 
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Penelitian ini dilakukan dengan mengambil lokasi di Kota Binjai. 

Berdasarkan latar belakang di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian 

yang berjudul“Analisis Kontribusi Dan Efektivitas Pajak Bumi Dan 

Bangunan (PBB) Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah Di Kota Binjai 

Tahun 2015-2017”. 

B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah 

1. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan penelitian pendahuluan yang penulis lakukan, maka penulis 

menemukan beberapa identifikasi masalah kontribusi pajak bumi dan bangunan 

(PBB) yaitu masih kurang efektivnya sebagai sumber pendapatan asli daerah di 

kota binjai. 

2. Batasan Masalah 

Dalam menganalisis efektivitas dan kontribusi pajak bumi dan bangunan, 

penelitian lebih difokuskan pada target dan realisasi peneriman pajak bumi dan 

bangunan serta pendapatan asli daerah Kota Binjai. Sedangkan untuk perhitungan 

efektivitas dan kontribusi pajak bumi dan bagunan dihitung dari tahun2015 - 

2017. 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana Kontribusi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan sebagai 

Sumber Pendapatan Asli Daerah di Kota Binjai Tahun 2015-2017 ? 

2. Bagaimana tingkat Efektivitas penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 

sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah di Kota Binjai Tahun 2015-2017? 
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3. Apa faktor-faktor penghambat efektivitas penerimaan Pajak Bumi dan 

Bangunan ? 

 

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

a. Untuk mengetahui Kontribusi penerimaan Pajak Bumi dan 

Bangunan sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah di Kota Binjai 

Tahun 2015-2017. 

b. Untuk mengetahui tingkat Efektivitas penerimaan Pajak Bumi dan 

Bangunan (PBB) sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah di Kota 

Binjai Tahun 2015-2017. 

c. Untuk mengetahui faktor apa saja yang menjadi penghambat 

efektivitas penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan. 

2. Manfaat Penelitian 

a. Bagi peneliti, yaitu Untuk memperoleh pengetahuan yang luas 

dalam bidang pajak khusunya mengenai pajak PBB. 

b. Bagi Akademisi, yaitu agar dapat menambah perbendaharaan ilmu 

bagi civitas akademik pendidikan khusunya tentang pajak PBB. 

Selain itu, sebagai tambahan informasi dan bahan pembanding bagi 

penelitian lain yang  juga meneliti mengenai tema yang sama. 

c. Bagi Pemerintah, yaitu dapat dijadikan referensi masukan bagi 

Pemerintah Kota Binjai dan bahan untuk merumuskan sebuah 

kebijakan untuk mengoptimalisasi pemungutan Pajak Bumi dan 

Bangunan (PBB) sehingga diharapkan dapat menjadi motivasi bagi 

peningkatan kinerja pemerintah daerah. 
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E. Keaslian Penelitian 

Penelitian ini merupakan replika dari penelitian Fahrurrozi Lubis (2018) 

yang berjudul “Analisis Efektivitas Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 

Terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Medan”. 

Sedangkan penelitian ini berjudul “Analisis Kontribusi dan Efektivitas Pajak 

Bumi dan Bangunan (PBB) Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah di Kota 

Binjai Tahun 2015 - 2017”. 

Penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian sebelumnya yang 

terletak pada : 

1. Variabel Penelitian: penelitian terdahulu menggunakan 5 (lima) variable 

yaitu : Tingkat Pertumbuhan Penerimaan PBB, Efektivitas Penerimaan PBB, 

Kontribusi Penerimaan PBB, Rasio Pajak, Rasio Kemandirian Daerah. 

Penelitian ini menggunakan 2 (dua) variable yaitu :Kontribusi Penerimaan 

PBB dan Efektivitas Penerimaan PBB. 

2. Waktu Penelitian:penelitian terdahulu dilakukan tahun 2018 sedangkan 

penelitian ini tahun 2019. 

3. Lokasi Penelitian:lokasi penelitian terdahulu di Badan Pengelolan Pajak dan 

Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Medan sedangkan penelitian ini dilakukan 

di Badan Pengelola Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kota Binjai. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Landasan Teori 

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

Pendapatan asli daerah yang diperoleh dari berbagai sumber, misalnya 

pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang 

dipisahkan, dan pendapatan lain asli daerah yang sah. Dalam penelitian ini penulis 

akan membahas mengenai pendapatan asli daerah yang bersumber dari pajak, 

khususnya Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan  Antara Pusat dan Daerah Pasal 1 angka 18 bahwa pendapatan asli 

daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang 

dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-

undangan. Dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 yang dimaksud 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah semua penerimaan daerah yang berasal 

dari sumber ekonomi asli daerah.  Pendapatan Asli Daerah dikelompokkan 

menjadi 4 (empat) jenis pendapatan yakni : 

a. Hasil Pajak Daerah 

Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib 

kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat 

memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan
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Secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-

besarnya kemakmuran rakyat (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009). 

b. Hasil Retribusi Daerah 

Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut retribusi, adalah pungutan 

daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus 

disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang 

pribadi atau badan (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009). 

Ada beberapa macam yang termasuk objek retribusi yaitu: 

1. JasaUmum 

2. Jasa Usaha, dan 

3. Perizinan Tertentu, (Mardiasmo,2018:14-18).  

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 

Bagi daerah yang memiliki BUMD seperti Perusahan Daerah Air Minum 

(PDAM), Bank Pembangunan Daerah (BPD), badan kredit kecamatan, pasar, 

tempat hiburan/rekreasi, villa, pesanggrahan, dan lain-lain keuntungannya 

merupakan penghasilan bagi daerah yang bersangkutan (Hanif Nurcholis, 2007: 

184). Menurut Ahmad Yani (2014 : 40) hasil pengelolaan kekayaan daerah yang 

dipisahkan antara lain bagian laba, deviden, dan penjualan saham milik daerah. 

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah 

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, adapun lain-lain 

pendapatan asli daerah antara lain:  

1) Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan. 

2) Jasa Giro. 

3) Pendapatan Bunga. 
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4) Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing. 

5) Komisi, potongan, atau pun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/ 

atau pengadaan barang dan/ atau jasa oleh Daerah.  

Dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Daerah 

(PAD), Daerah dilarang melakukan hal-hal sebagai berikut:  

1) Menetapkan Peraturan Daerah (Perda) tentang pendapatan yang menyebabkan 

ekonomi biaya tinggi. 

2) Menetapkan Peraturan Daerah (Perda) tentang pendapatan yang menghambat 

mobilitas penduduk, lalu lintas barang dan jasa antar daerah dan kegiatan 

ekspor/impor. 

2. Kontribusi 

Kata kontribusi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, berarti  “uang 

atau iuran kepada perkumpulan, dan sebagainya”. Kontribusi adalah besaran 

sumbangan yang diberikan atas sebuah kegiatan yang dilaksanakan. 

(Handoko,2013:2). 

Analisis kontribusi pajak bumi dan bangunan suatu analisis yang  

digunakan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi yang dapat disumbangkan 

oleh penerimaan pajak bumi bangunan terhadap pajak daerah dan pendapatan asli 

daerah, maka dibandingkan antara realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan 

terhadap pajak daerah dan pendapatan asli daerah. Dengan demikain jika potensi 

pajak bumi dan bangunan yang ada di daerah semakin besar dan pemerintah derah 

dapat mengoptimalkan sumber penerimaan secara baik maka kemandirian yang 

ada di daerah-daerah semakin menjadi kokoh, salah satunya target dan realisasi 

pajak bumi dan bangunan, yang nantinya akan meningkatkan total hasil pajak 
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daerah. Jika pajak daerah meningkat, sudah tentu akan membawa dampak yang 

baik yaitu memberikan peluang kepada peningkatan Pendapatan Asli Daerah 

sehingga secara otomatis akan mengurangi rasio ketergantungan pemerintah 

daerah kepada pemerintah pusat (Halim, 2012:163).  

3. Efektivitas PBB 

Efektivitas menurut Mardiasmo (2014: 134) mendefinisikan efektifitas 

sebagai ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuan, maka 

organisasi tersebut dikatakan telah berjalan dengan efektif. Bagaimana organisasi 

berhasil mendapatkan dan memanfaatkan sumber daya dalam usaha mewujudkan 

tujuan operasional.  

Pengertian efektifitas di atas dapat disimpulkan bahwa efektifitas adalah 

suatu ukuran  yang  menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas dan 

waktu) yang telah dicapai oleh manajemen, yang mana target tersebut sudah 

ditentukan terlebih dahulu. Keberadaan pajak bumi dan bangunan harus 

ditentukan dari target yang akan diperolehnya setiap tahun dan tercapainya dapat 

dilihat dalam realisasi yang diperoleh setiap tahun dari PBB tersebut. Dalam 

kamus ekonomi, kontribusi merupakan sesuatu yang diberikan bersama-sama 

dengan pihak lain untuk tujuan biaya atau kerugian tertentu. Sehingga yang 

dimaksud kontribusi dapat diartikan sebagai sumbangan yang diberikan oleh 

pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan terhadap besarnya. Anggaran Belanja dan 

Pendapatan Daerah. PBB yang telah diperoleh akan menjadi salah satu tulang 

punggung dalam pembiayaan daerah dan menjadi salah satu bagian dari APBD 

suatu daerah. Dalam penelitian ini akan melihat seberapa besar kontribusi PBB 

terhadap APBD di Kota Binjai. 
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Efektivitas yang digunakan di dalam penelitian ini untuk mengukur hubungan 

antara hasil pungutan pajak PBB di Kota Binjai dengan tujuan atau target yang 

telah ditetapkan. Beberapa indicator untuk menilai keberhasilan pajak daerah, 

yaitu (Murbanto, 2017:120) : 

a. Hasil pemungutan pajak  yang  memadai. 

b. Adil secara horisontal dan vertikal. 

c. Berdayagunasecaraekonomi. 

d. Dapat dilaksanakan oleh pemerintah daerah. 

e. Kecocokan sebagai sumber penerimaan daerah. 

4. Pengertian PajakBumi dan Bangunan (PBB) 

Pajak bumi dan bangunan (PBB) adalah pajak yang  dipungut atas tanah 

dan bangunan karena adanya keuntungan dan/atau kedudukan sosial ekonomi 

yang lebih baik bagi orang atau badan yang mempunyai suatu hak atasnya atau 

memperoleh manfaat dari padanya. Dasar pengenaan pajak dalam PBB adalah 

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). NJOP ditentukan berdasarkan harga pasar per 

wilayah dan ditetapkan setiap tahun oleh menteri keuangan (Direktorat Jenderal 

Pajak 2008: 28). 

Berdasarkan UU No. 28/2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 

yang baru, bahwa selama ini PBB merupakan pajak pusat, namun hamper seluruh 

penerimaannya diserahkan kepada daerah. Untuk meningkatkan akuntabilitas 

pengelolaan keuangan daerah, khusus PBB sektor pedesaan dan perkotaan 

dialihkan menjadi pajak daerah. Sedangkan PBB sektor perkebunan, perhutanan, 

dan pertambangan masih merupakan pajak pusat. Dengan dijadikanya PBB 
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pedesaaan dan perkotaan menjadi pajak daerah, maka penerimaan jenis pajak ini 

akan diperhitungkan sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD). 

Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tersebut di atas maka dapat 

disimpulkan bahwa: 

a. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah merupakan iuran masyarakat kepada 

negara yang dipungut oleh pemerintah. 

b. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dipungut berdasarkan undang-undang 

(Undang-undang No. 12 tahun 1985) atau dapat dipaksakan. 

c. Tidak ada jasa balik dari negara yang langsung dapat ditunjukkan. 

d. Obyek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah harta takgerak dan keadaan 

atau status orang atau yang paling menonjol yang juga menjadi cirri tersendiri 

dari pajak bumi dan bangunan. 

Keadaan atau status orang atau badan yang dijadikan subjek dari pajak 

bumi dan bangunan (PBB) tidak penting dan tidak mempengaruhi besarnya pajak, 

sehingga dengan demikian pengenaan atau besar kecilnya jumlah pajak yang 

harus dibayar oleh wajib pajak ini ditentukan oleh besar kecilnya harta tak gerak 

yang dimiliki orang atau badan yang menjadi obyek pajak bumi dan bangunan ini 

selama harta tak gerak itu tidak digunakan untuk kepentingan umum atau bersifat 

sosial.  

Menentukan klasifikasi bumi/tanah ada faktor-faktor yang harus 

diperhatikan yakni (Suandy, 2002: 351): 

a. Bumi/tanah meliputi; letak, peruntukan, pemanfaatan, kondisi lingkungan dan 

lain-lain. 

b. Bangunan meliputi; bahan yang digunakan, rekayasa, letak, kondisi 

lingkungan dan lain-lain. 
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5. Pajak Daerah 

Pengertian pajak menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 28 

Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor  6 Tahun 1983 

tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah “Pajak adalah 

kontribusi wajib kepada negara yang terutang  oleh orang pribadi, atau badan 

yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan 

imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-

besarnya untuk kemakmuran rakyat.” 

Pajak adalah iuran atau pembayaran wajib yang dibayarkan oleh wajib 

pajak berdasarkan norma-norma hukum untuk membiayai pengeluaran-

pengeluaran kolektif dalam rangka meningkatkan kesejahteraan umum (public 

welfare) yang balas jasanya tidak diberikan secara langsung (Murbanto, 

2017:139). Sedangkan menurut M.J.H. Smeets, “Pajak adalah prestasi kepada 

pemerintah  yang  terutang melalui norma-norma umum, dan yang dapat 

dipaksakan,  tanpa ada kalanya kontra pretasi yang dapat ditunjukkan dalam hal 

yang individual, maksudnya adalah untuk membiayai pengeluaran pemerintah”. 

Pajak daerah merupakan kontribusi wajib kepada daerah yang terutang 

oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-

undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk 

keperluan daerah bagi sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat (Murbanto, 

2017:141). Pajak daerah adalah salah satu komponen sumber Pendapatan Asli 

Daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang dipungut dan 

diperoleh daerah yang berasal dari sumber ekonomi daerah berdasarkan peraturan 
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daerah dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Adapun fungsi dan 

unsur-unsur pajak daerah sebagai berikut: 

a. Fungsi pajak daerah: 

1) Fungsi Sumber Pendapatan  (budgetary); 

2) Fungsi Mengatur (regulatory); 

3) Fungsi Stabilitas; dan 

4) Fungsi Retribusi Pendapatan. 

b. Unsur-unsur pajak daerah: 

1) Masyarakat; 

2) Undang-undang dan Peraturan  Daerah (Perda); 

3) Objek; 

4) Pemungut Pajak; 

5) Subjek Pajak dan/ atau Wajib Pajak. 

a. Jenis-Jenis Pajak Daerah Berdasarkan Daerah 

Klasifikasi dari jenis-jenis pajak daerah berdasarkan daerah yang 

menerimanya menurut Undang-undang RI No. 28 Tahun 2009 pajak daerah dapat 

dikelompokkan atas 2 yaitu: 

1) Pajak Daerah Provinsi 

Jenis pajak daerah yang diperbolehkan untuk dipungut oleh provinsi 

bersifat terbatas (limitatif) artinya pemerintah provinsi tidak dapat memungut 

pajak lain selain dari pada pajak daerah yang telah ditetapkan menurut Undang-

undang. Adanya pembatasan jenis pajak daerah yang boleh dipungut oleh 

pemerintah daerah provinsi terkait dengan kewenangan pemerintah provinsi 

sebagai daerah otonom yang bersifat lintas daerah kabupaten/kota dan 
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kewenangan yang tidak atau belum dapat dilaksanakan oleh daerah kabupaten/ 

kota serta kewenangan dibidang pemerintahan tertentu. 

Pajak Daerah Provinsi terdiri dari 5 jenis pajak, yaitu: 

1) Pajak Kendaraan Bermotor; 

2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor; 

3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor; 

4) Pajak Air Permukaan; dan 

5) Pajak Rokok. 

2) Pajak Daerah Kabupaten& Kota 

Jenis pajak daerah kabupaten/kota tidak bersifat terbatas (unlimitatif) 

artinya pemerintah Kabupaten/Kota diberi peluang untuk menggali potensi 

sumber-sumber keuangan di daerah lainnya masing-masing selain dari pada 

pajak daerah yang telah ditetapkan secara eksplisit dalam Undang-undang 

tentang Pajak dan Retribusi Daerah. Pemerintah Kabupaten/ Kota diberikan 

kebebasan untuk memantapkan sendiri jenis pajak yang bersifat spesifik 

sepanjang kriteria yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang tentang Pajak 

dan Retribusi Daerah. 

Pajak Daerah Kabupaten/ Kota terdiri dari 11 jenis, yaitu: 

1) Pajak  Hotel; 

2) Pajak Restoran; 

3) Pajak Hiburan; 

4) Pajak Reklame; 

5) Pajak Penerangan  Jalan; 

6) Pajak Mineral Bukan Logam dan Bantuan; 
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7) Pajak Parkir; 

8) Pajak  Air Tanah; 

9) Pajak Sarang  Burung Walet; 

10) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan 

11) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. 

 

6. Pengertian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 

APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang dibahas dan 

disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan 

Peraturan Daerah (Permendagri No.13 Tahun 2006). Dengan demikian, APBD 

merupakan alat/wadah untuk menampung berbagai kepentingan publik yang 

diwujudkan melalui berbagai kegiatan dan program dimana pada saat tertentu 

manfaatnya benar-benar akan dirasakan oleh masyarakat. Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah 

daerah yang dibahas dan disetujui bersama antara Pemerintah Daerah dan Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 

APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintah dan 

kemampuan keuangan daerah (Murbanto, 2017:88). 

Menurut Achamd Fauzi (2016), APBD merupakan program pemerintah 

daerah yang akan dilaksanakan dalam satu tahun mendatang, yang diwujudkan 

dalam bentuk satuan uang. Secara umum, APBD merupakan sebuah perencanaan 

keuangan daerah tahunan pemerintah  yang berisi jenis dan jumlah penerimaan 

dan pengeluaran Negara yang dibahas dan disetujui bersama antara Pemerintah 

Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sesuai dengan Peraturan 

Daerah. 
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Adapun fungsi APBD dan Kedudukan APBD sebagai berikut: 

a. Sebagai dasar kebijakan menjalankan keuangan yang akan dilaksanakan oleh 

pemerintah daerah untuk masa tertentu yaitu satu tahun anggaran. 

b. Sebagai pemberian kuasa dari pihak legislative yaitu DPRD kepada kepala 

daerah sebagai pimpinan eksekutif untuk melakukan pengeluaran dalam 

rangka menjalankan roda pemerintahan daerah. 

c. Sebagai penetapan kewenangan kepada kepala daerah untuk melaksanakan 

pembangunan daerah dan pelayanan kepada masyarakat. 

d. Sebagai bahan supaya pengawasan yang dilakukan oleh yang berhak 

melaksanakan pengawasan dapat lebih baik. 

APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam satu tahun 

anggaran. APBD merupakan rencana pelaksanaan semua Pendapatan Daerah dan 

semua Belanja Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi dalam tahun 

anggaran tertentu. Pemungutan penerimaan daerah bertujuan untuk memenuhi 

target yang telah ditetapkan dalam APBD. Demikian pula semua pengeluaran 

daerah dan ikatan yang membebani daerah dalam rangka pelaksanaan 

desentralisasi dilakukan sesuai jumlah dan sasaran yang ditetapkan dalam APBD. 

APBD disusun dengan pendekatan kinerja yaitu suatu sistem anggaran yang 

mengutamakan upaya pencapaian hasil kerja atau output dari perencanaan alokasi 

biaya atau input yang ditetapkan. 

Jumlah pendapatan yang dianggarkan dalam APBD merupakan perkiraan 

yang terukur secara rasional yang dapat tercapai untuk setiap sumber pendapatan. 

Pendapatan dapat direalisasikan melebihi jumlah anggaran yang telah ditetapkan. 

Berkaitan dengan belanja, jumlah belanja yang dianggarkan merupakan batas 
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tertinggi untuk setiap jenis belanja. Realisasi belanja tidak boleh melebihi jumlah 

anggaran belanja yang telah ditetapkan. Penganggaran pengeluaran harus 

didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang 

cukup. Setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran 

atas beban APBD apabila tidak tersedia atau tidak cukup tersedia anggaran untuk 

membiayai pengeluaran tersebut. Penyusunan APBD berpedoman kepada 

Rencana Kerja Pemerintah Daerah dalam rangka mewujudkan pelayanan kepada 

masyarakat untuk tercapainya tujuan bernegara. Perubahan APBD yang 

pertanggung jawaban pelaksanaan APBD ditetapkan setiap tahun dengan 

peraturan daerah. 

APBD yang memiliki unsur – unsur sebagai berikut : 

1. Rencana kegiatan suatu daerah, beserta uraiannya secara rinci. 

2. Adanya sumber penerimaan yang merupakan target minimal untuk menutupi 

biaya-biaya sehubungan dengan aktivitas tersebut, dan adanya biaya-biaya 

yang merupakan batas maksimal pengeluaran-pengeluaran yang akan 

dilaksanakan. 

3. Jenis kegiatan dan proyek yang dituangkan dalam bentuk angka. 

4. Periode anggaran yang biasanya satu tahun. 

 

B. PenelitianSebelumnya 

Tabel 2.1 
Penelitian Terdahulu 

 

No.  Nama/Tahun Judul Variabel Hasil Penelitian 
1. Raudhatun 

Wardani 
(2017) 

Analisis 
Efektivitas 
Penerimaan 
Pajak Bumi 
dan 

- Efektivitas 
- Kontribusi 
- Pendapatan

Asli Daerah 

Analisis yang 
digunakan dalam 
penelitian ini adalah 
metode analisis 
deskriptif dengan 
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Bangunan 
Perdesaan 
dan  
Perkotaan 
dan 
Kontribusiny
a terhadap 
Pendapatan 
Asli Daerah 
di Kabupaten 
Aceh Besar. 

mengumpulkan data 
untuk selanjutnya di 
deskripsikan dan 
diproses. Hasil 
penelitian ini 
menunjukkan bahwa 
tingkat efektivitas 
pendapatan PBB P2 di 
Kabupaten Aceh Besar 
meningkat 
setiaptahunnya dengan 
target yang sama setiap 
tahun. Kontribusi PBB 
P2 untuk PAD 
meningkat dan 
menurun, pada tahun 
2015 meningkat sebesar 
2,21% dari tahun 
sebelumnya hanya 
2,06% dan 
dikategorikan sangat 
kurang, pada 2016 
kontribusinya bahkan 
turun menjadi 1,96% 
masih dikategorikan 
sangat kurang. 

2. DriAsmawant
i S (2016) 

Analisis Tax 
Effort, 
Efektivitas, 
Kontribusi 
dan 
Pertumbuhan 
Pajak Daerah 
Kota 
Bengkulu 
tahun 2011-
2014. 

- Efektivitas 
dan 
Kontribusi 
PBB  

- Pajak Daerah 
- Tax Effort 

Berdasarkan hasil 
penelitian ini, tax effort 
mengalami peningkatan 
pada setiap tahunnya, 
dengan rata-rata 
persentase 0.271, masih 
dibawah 1% dengan 
daya pajak yang masih 
rendah. Rata-rata 
efektivitas pajak daerah 
berada diatas 80% 
untuk pajak daerah 
sangat efektiv. 
Kontribusi pajak daerah 
selama kurun waktu 
2011-2014 mengalami 
fluktuasi, dengan rata-
rata kontribusi sebesar 
61,91% dengan criteria 
kontribusi adalah besar. 

3. Rudi Saputro 
(2013) 

Efektivitas 
Penerimaan 

- Efektivitas 
PBB 

Hasil penelitian tersebut 
menunjukkan bahwa 
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Pajak Bumi 
dan 
Bangunan 
Perdesaan 
dan 
Perkotaan 
(PBB P2) 
terhadap 
Peningkatan 
Penerimaan 
Pendapatan 
Asli Daerah 
(PAD) (Studi 
pada Dinas 
Pendapatan 
dan 
Pengelolaan 
Keuangan 
Kota 
Surabaya 

- Kontribusi 
PBB 

- Pendapatan 
Daerah  

rata-rata efektivitas 
penerimaan PBB P2. 
Surabaya pada saat 
dikelola DJP (2009-
2010) lebih baik 
dibandingkan pada saat 
PBB tersebut dikelola 
oleh DPPK Kota 
Surabaya (2011-2013), 
yaitu sebesar 86,45% 
dengan criteria nilai 
interpretasi cukup 
efektif. Sedangkan rata-
rata tingkat efektivitas 
penerimaan PBB 
Surabaya pada saat 
dikelola oleh DPPK 
Kota Surabaya (2011-
2013) sebesar 76,38% 
dengan criteria nilai 
interpretasi kurang 
efektif.  

4. Eni Hastuti 
Apriyani 
(2011) 

Pengaruh 
Efisiensi dan 
Efektivitas 
Pemungutan 
Pajak Bumi 
dan 
Bangunan 
Terhadap 
Pendapatan 
Daerah 
Kabupaten 
Ngawi Tahun 
2001-2010 

- Efesiensi dan 
Efektivitas 
PBB 

- Pendapatan 
Daerah 

Berdasarkan dari hasil 
analisis dan 
pembahasan yang telah 
dilakukan, terdapat 
beberapa kesimpulan 
yaitu: Pola 
perkembangan efesiensi 
pemungutan PBB 
menunjukkan pola 
fluktuasi tetapi 
cenderung stabil dan 
dikategorikan sangat 
efisien, dan pola 
efektivitas pemungutan 
PBB cenderung stabil 
dan dikategorikan 
sangat efektif dengan 
realisasi melampui 
target: Kontribusi PBB 
terhadap pendapatan 
daerah menunjukkan 
pola perkembangan 
yang cenderung 
meningkat. 

5. Mochamad 
Abdul 

Analisis 
Efektivitas 

- Efektivitas 
Pemungutan 

Hasil dari penelitian ini 
menunjukkan bahwa 
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Rochman 
(2008) 

Pemungutan 
Pajak Bumi 
dan 
Bangunan 
(PBB) dan 
Kontribusiny
a Terhadap 
Pendapatan  
Daerah 
Kabupaten 
Lumajang. 

PBB 
- Kontribusi 
- Pendapatan 

Daerah 

rasio efektivitas PBB 
Kabupaten Lumajang 
Periode 2001-2006 
sesudah efektif. Dengan 
persentase tahun 2001 
mencapai 81,71%, 
tahun 2002 mencapai 
134,45%, tahun 2003 
mencapai 133,64%, 
tahun 2004 mencapai 
144,32%, tahun 2005 
mencapai 141,29%, dan 
tahun 2006 mencapai 
146,50%. Dengan 
demikian dapat 
disimpulkan bahwa 
penerimaan PBB 
Kabupaten Lumajang 
dari periode 2001-2006 
sudah efektif dan 
kontribusi PBB 
terhadap Pendapatan 
Daerah masih relative 
kecil. 
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C. Kerangka Konseptual Penelitian 

Kerangka konseptual dalam penelitian ini digambarkan sebagai 

berikut: 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Gambar 2.1Kerangka Konseptual 
Sumber : Deni Darmawan (2013:117) 

 
Diberlakukannya Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah 

Daerah, pemerintah kabupaten/kota dituntut untuk meningkatkan kemampuan 

dalam merencanakan, menggali, mengelola dan menggunakan sumber-sumber 

keuangan sendiri sesuai dengan potensi yang dimiliki keuangan daerahnya. Hal 

tersebut membuat pemerintah daerah harus mengelola keuangan daerahnya sendiri 

dengan meningkatkan penerimaan daerahnya untuk dapat membiayai semua 

pengeluaran atau belanja daerah secara efektif. Setelah itu, muncul UU No. 28 

Tahun  2009 tentang Pajak  Daerah dan Retribusi Daerah sebagai pengganti dari 

UU No. 18 tahun 1997 dan UU No. 34 tahun 2000 yang bertujuan diantaranya 

adalah memberikan kewenangan yang lebih besar dalam perpajakan dan retribusi 

seiring tanggung jawab daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan 

pelayanan masyarakat serta meningkatkan akuntabilitas daerah dalam penyediaan 

UU No. 28 Tahun 2009 
Pajak Daerah & 
Retribusi Daerah 

Kontribusi dan Efektivitas Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 

Pajak Daerah Kota 

 

Pendapatan Asli Daerah 

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 

Retribusi Daerah 

 

Lain-lain PAD yang sah 
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layanan dan penyelenggaraan pemerintahan dan sekaligus memperkuat otonomi 

daerah. 

Pemerintah daerah mempunyai tanggung jawab yang besar untuk 

melaksanakan pembangunan dan pelayanan terhadap masyarakat di daerahnya. 

Untuk mewujudkan tugasnya maka pemerintah daerah harus memiliki 

sumber keuangan yang cukup dan memadai karena untuk pelaksanaan 

pembangunan daerah itu diperlukan biaya yang tidak sedikit. Salah satu sumber 

keuangan untuk penyelenggaraan pembangunan daerah tersebut adalah dari dana 

perimbangan yang mana salah satunya merupakan dana bagi hasil pajak yang 

bersumber dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Pajak Bumi dan Bangunan 

salah satu dari penerimaan daerah kabupaten/kota yang terdapat dalam struktur 

Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah (APBD). Di dalam APBD, PBB turut 

serta dalam menyumbang pendapatan daerah. Penelitian ini yang akan membahas 

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang menitik beratkan efektivitasnya terhadap 

APBD. Dalam hal ini pajak bumi dan bangunan merupakan faktor yang 

mempengaruhi untuk membantu daerah dalam mendanai kewenangannya, yang 

bertujuan untuk mengurangi ketergantungan pemerintah daerah kepada 

pemerintah pusat. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Pendekatan Penelitian 

Menurut Sugiyono (2015:53) pengertian deskriptif adalah penelitian yang 

dilakukan untuk mengetahui keberadaan variabel mandiri, baik hanya pada satu 

variabel atau lebih tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan 

variabel lainnya (variabel mandiri adalah variabel yang berdiri sendiri, bukan 

variabel independen, karena kalau variabel independen selalu dipasangkan 

dengan variabel dependen. 

Menurut Sugiyono (2012:5) pengertian dari metode penelitian dapat 

diartikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid dengan tujuan 

dapat ditemukan, dikembangkan, dan dibuktikan, suatu pengetahuan tertentu 

sehingga pada gilirannya dapat digunakan untuk memahami, memecahkan dan 

mengantisipasi masalah. 

Dengan metode ini penulis bermaksud mengumpulkan data historis dan 

mengamati secara seksama mengenai aspek-aspek tertentu yang berkaitan dengan 

masalah  yang  sedang diteliti oleh penulis sehingga akan memperoleh data-data 

yang dapat mendukung penyusunan laporan penelitian. Data-data yang diperoleh 

tersebut kemudian diproses dan dianalisi lebih lanjut dengan dasar teori yang telah 

dipelajari sehingga memperoleh gambaran mengenai objek tersebut dan dapat 

ditarik kesimpulan mengenai masalah yang diteliti. 
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B. Lokasi dan Waktu Penelitian. 

1. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan dengan melakukan studi kasus pada Badan 

Pengelola Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kota Binjai Jln. Jambi No.1, 

Rambung Barat Binjai. 

2. Waktu Penelitian 

Waktu penelitian ini dilaksanakan tanggal 18 Januari 2019 selama 1 (satu) 

bulan sesuai tabel di bawah ini : 

Tabel 3.1 
Skedul Proses Penelitian 

No  Jenis 
Kegiatan 

Okt’18 Feb’19 Mar’19 April’19 Mei’19 Juli’19 

1 Risetawal/ 
Pengajuan 
Judul 

                        

2 Penyusunan 
Proposal 

                        

3 Seminar  
Proposal 

                        

4 Perbaikan/ 
ACC/ 
Proposal 

                        

5 Pengolahan 
Data 

                        

6 Penyusunan 
Skripsi 

                        

7 Bimbingan 
Skripsi 

                        

 
 
C. Jenis dan Sumber Data  

Jenis data yang dikumpulkan, dibedakan dalam dua kategori yaitu : data 

deskriptif ialah untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau 

menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud 

membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi, sedangkan data 
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kuantitatif, yaitu data yang diperoleh dalam bentuk angka-angka seperti laporan 

penerimaan PBB, target realisasi PBB. 

Sumber data yang akan menjadi bahan analisis dalam tulisan ini dibedakan 

menjadi dua jenis, yaitu data primer adalah  data yang diperoleh melalui 

pengamatan dan wawancara secara langsung pada perusahaan Badan Pengelola 

Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kota Binjai, sedangkan data sekunder yaitu 

data yang diperoleh dari luar perusahaan berupa buku-buku literature yang relevan 

dengan masalah yang dibahas dan juga sebagai dasar untuk peralatan teori penulis. 

 
D. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel 

1. Definisi Operasional 

Menurut Ghozali (2011:45) definisi operasional variabel adalah suatu 

penarikan yang menjelaskan ciri-ciri subtantif dari suatu konsep. Definisi 

operasional ini dapat menentukan skala pengukuran yang digunakan oleh masing-

masing variabel sehingga pengujian hipotesis dengan menggunakan alat bantu 

statistic dapat dilakukan dengan benar. Adapun definisi dari masing-masing 

variabel tersebut adalah sebagai berikut : 

Tabel 3.2 Definisi Operasional Variabel 
 

Variabel Definisi Indikator Skala 
 
 
Efektivitas 
PBB 

Jangkauan 
akibat dan 
dampak 
(outcome) dari 
keluaran 
(output) dalam 
mencapai 
tujuan program 

 
RealisasiPenerimaan PBB X100% 
    Target Penerimaan PBB 
 
Sumber: Mardiasmo (2016) 

 
>100 = sangat 
efektif 
 90-100 = 
efektif 
>80-90=cukup 
efektif 
>60-80= kurang 
efektif 
>60  = tidak 
efektif 

 Kontribusi di RealisasiPenerimaan PBB X100% 
RealisasiPenerimaan PAD 

0,00-10= sangat 
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Kontribusi 
PBB 

artikan sebagai 
sumbangan 
yang diberikan 
dari PBB 
terhadap 
Pendapatan  
Asli Daerah 

 
Sumber: Mardiasmo (2009) 

kurang 
10,10-20= 
kurang 
20,10-30= 
sedang 
30.10-40= 
cukup baik 
40,10-50= baik 
>50= sangat 
baik 

Faktor 
Penghambat 

Kendala-
kendala yang 
terjadi pada 
pembayaranpaj
akbumi dan 
bangunan. 

1. Tidak tersampainya SPPT 
2. Wajib Pajak lupa 

membayar PBB faktor 
kesibukan. 

3. Isu pajak. 
4. Kesadaran rendah dalam 

pembayaran PBB. 
5. Tingkat pendapatan. 
Sumber : Handayani (2014) 

Likert 

 
2. Variabel Penelitian 

Penelitian ini menggunakan dua variabel yaitu variabel bebas dan variabel 

terikat. Variabel bebas (X) Penerimaan PBB, variabel terikat (Y) adalah kontribusi 

dan efektivitas terhadap PAD. Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi 

atau yang menyebabkan timbulnya variabel terikat. Variabel terikat adalah variabel 

yang timbul akibat adanya variabel bebas. 

MenurutSugiyono (2010:30), berdasarkan hubungan antara satu variabel 

dengan variabel lain, maka variabel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

a. Variabel Bebas (Independent Variable) 

Variabel ini sering disebut sebagai variabel stimulus, predicator, antecedent. 

Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab 

perubahannya atau timbulnya variabel dependen (terikat). Maka dalam penelitian 

ini yang menjadi variabel bebas (independent variable)  adalah Kontribusi PBB 

(X1) dan Efektivitas PBB (X2). 
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b. Variabel Terikat ( Dependent Variable) 

Variabel terikat (dependent variable) merupakan variabel yang dipengaruhi 

atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas sesuai dengan masalah 

yang akan diteliti maka yang akan menjadi variabel terikat (dependent variable) 

adalah Pendapatan Asli Daerah (Y). 

 
E. Teknik Pengumpulan Data 

Adapun teknik pengumpulan data dari penelitian ini sebagai berikut : 

1. Wawancara 

Melakukan wawancara (interview) kepada 2(dua) narasumber yang terdiri 

dari: a) Kabid PBB dan BPHTB  b) Kasubbid PBB dan BPHTB. 

2. Observasi 

Melakukan pengamatan langsung keBadan Pengelola Keuangan Pendapatan 

dan Aset Daerah Kota Binjai, dengan meneliti dokumen mengenai Pendapatan 

Asli Daerah Kota Binjai Periode 2015-2017. 

3. Studi Kepustakaan 

Melakukan pengumpulan data dengan mencari referensi yang berupa buku-

buku, majalah, surat kabar, buku-buku lain yang ada hubungannya dengan 

masalah yang dibahas, serta mengumpulkan data yang telah di dokumentasikan 

oleh Badan Pengelola Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kota Binjai. 

F. Teknik Analisis Data 

Menurut Sugiyono (2010) analisis data kuantitatif adalah penelitian ilmiah 

yang sistematis terhadap bagian-bagian dan fenomena serta hubungan-

hubungannya. Menurut Rusiadi dkk (2015) menjelaskan bahwa jenis analisis 

bivariat dan analisis multivariate. Dalam penelitian ini penulis menggunakan 
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analisis bivariat yaitu jenis analisis ini digunakan untuk melihat hubungan dua 

variabel. Kedua variabel tersebut merupakan variabel pokok, yaitu variabel 

pengaruh (bebas) dan variabel terpengaruh (tidak bebas). 

1. Analisis Efektivitas 

Permendagri Nomor 77 Tahun 2015 tentang pedoman pengelolaan 

keuangan daerah mengemukakan bahwa efektif merupakan pencapaian hasil 

program dengan target yang telah ditetapkan, yaitu dengan cara 

membandingkan keluaran dengan hasil. Efektivitas merupakan hubungan 

antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. 

Menurut Sugiono definisi efektivitas adalah sesuatu yang memiliki 

pengaruh atau akibat yang ditimbulkan, manjur, membawa hasil dan 

merupakan keberhasilan dari suatu usaha atau tindakan, dalam hal ini 

efektivitas dapat dilihat dari tercapai tidaknya tujuan instruksional khusus yang 

telah dicanangkan. Metode pembelajaran dikatakan efektif jika tujuan 

instruksional khusus yang dicanangkan lebih banyak tercapai. 

Analisis efektivitas pajak daerah yaitu menggambarkan kemampuan 

pemerintah daerah dalam merealisasikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang 

direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi 

rill daerah (Halim, 2014:135). Tingkat efektifitas juga di ukur dengan 

membandingkan antar rencana yang telah ditentukan dengan hasil nyata yang 

telah diwujudkan. Namun, jika usaha atau hasil pekerjaan dan tindakan yang 

dilakukan tidak tepat sehingga menyebabkan tujuan tidak tercapai atau saran 

yang diharapkan, maka hal itu dikatakan tida kefektif (Rahman, 2010:67). 

Menghitung tingkat efektivitas menggambarkan kemampuan 
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pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan pajak bumi dan bangunan 

yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan 

potensi (Halim, 2012:46) 

Efektivitas dapat diukur dengan menggunakan rumus sebagai berikut 

(Adelina,2012): 

 

 

Setelah menghitung tingkat efektivitas dapat mengukur presentase kriteria, 

jika melebihi dari 100%, tingkat efektif PBB sangat efektif seperti terlihat pada 

tabel dibawah. 

Tabel 3.3 
Interprestasi Nilai Efektivitas 

Presentase Kriteria 
>100% Sangat efektif 

90-100% Efektif 
80-90% Cukup 
60-80% Kurang Efektif 
<60% Tidak efektif 

Sumber: Depdagri, kepmendagri No. 690.900.327 (Adelina, 2012) 

2. Analisis Kontribusi 

Menurut Yandianto (2010:282), kontribusi adalah sebagai uang iuran 

pada perkumpulan, sumbangan. Sehingga kontribusi yang dimaksud dapat 

diartikan sebagai sumbangan yang diberikan oleh penerimaan pajak bumi dan 

bangunan perdesaan dan perkotaan terhadap pendapatan asli daerah.  

Analisis kontribusi pajak bumi dan bangunan suatu analisis yang 

digunakan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi yang dapat 

disumbangkan dari penerimaan pajak bumi bangunan terhadap pajak daerah 

Efektivitas PBB  = Realisasi Penerimaan PBB  x 100 % 
              Target Penerimaan PBB 
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dan pendapatan asli daerah, maka dibandingkan antara realisasi penerimaan 

pajak bumi dan bangunan terhadap pajak daerah dan pendapatan asli daerah.  

Dengan demikian, jika potensi pajak bumi dan bangunan yang ada di 

daerah semakin besar dan pemerintah derah dapat mengoptimalkan sumber 

penerimaan secara baik maka kemandirian yang ada di daerah-daerah semakin 

menjadi kokoh, salah satunya target dan realisasi pajak bumi dan bangunan, 

yang nantinya akan meningkatkan total hasil pajak daerah. Jika pajak daearah 

meningkat, sudah tentu akan membawa dampak yang baik yaitu memberikan 

peluang kepada peningkatan Pendapatan Asli Daerah sehingga secara otomatis 

akan mengurangi rasio ketergantungan pemerintah daerah kepada pemerintah 

pusat (Halim, 2012:163). Adapun rumus perhitungan dari kontribusi pajak 

bumi bangunan (Halim, 2012:164) : 

 

 

Kontribusi PBB terhadap Pajak Daerah dan PAD, Berdasarkan nilai 

dan kriteria kontribusi retribusi dibedakan menjadi 6 ( enam ) bagian, menurut 

penyusunan yang telah dilakukan oleh Tim Litbang Depdagri Fisipol UGM 

tahun 1991 mengenai pembagian kontribusi retribusi disusun dalam table 

berikut ini: 

 

 

 

 

 

Kontribusi PBB  = Realisasi PBB  x 100 % 
      Realisasi PAD 
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Tabel 3.4 
Interprestasi Kontribusi PBB terhadapPajak Daerah atau PAD 

 

Presentase Kriteria 

0,00%-10% Sangat Kurang 

10,10%-20% Kurang 

20,10%-30% Sedang 

30,10%-40% Cukup Baik 

40,10%-50% Baik 

>50% Sangat Baik 

Sumber :Tim Litbang Pemendagri Fisipol UGM, 1991(dalam Handoko, 2013) 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 
A. Hasil Penelitian 

1. Sejarah Singkat Badan PengelolaanKeuanganPendapatan dan Aset 

Daerah (BPKPAD) Kota Binjai 

Pada mulanya Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset 

Daerah Kota Binjai adalah suatu sub bagian pada bagian keuangan yang 

mengelola bidang penerimaan dan pendapatan daerah. Pada sub bagian ini tidak 

terdapat lagi sub seksi, karena pada saat itu Wajib Pajak/Wajib retribusi yang 

berdomosili di daerah kota binjai belum begitu banyak.  

Mempertimbangkan perkembangan pembangunan dan laju 

pertumbuhan penduduk Kota Binjai melalui Peraturan Daerah sub bagian 

keuangan tersebut diubah menjadi bagian pendapatan. Pada bagian pendapatan 

dibentuklah beberapa seksi yang mengelola penerimaan pajak dan retribusi daerah 

yang  merupakan kewajiban para Wajib Pajak. Sehubungan dengan intruksi 

Menteri Dalam negeri KUPD No.7/12/41-10 tentang penyeragaman struktur 

organisasi Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah di seluruh 

Indonesia, maka pemerintah daerah Kota binjai berdasarkan perda No.17 tahun 

2011 menyesuaikan atau membentuk struktur organisasi Badan Pengelolaan 

Keuangan Pendapatan dan asset Daerah yang baru. Di dalam struktur organisasi 

Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah yang baru ini 

dibentuklah seksi-seksi administrasi dan juga dibentuk bagian tata usaha yang 

membawahi 3 (tiga) kepala.  
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2. Visi dan Misi 

Visi Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah 

(BPKPAD) Kota Binjai 

1. Visi 

Visi Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kota 

Binjai: 

“Menjadi motor dalam pengelolaan Keuangan dan pendapatan  yang 

professional dalam rangka meningkatkan kemampuan keuangan daerah dan 

terlaksananya tertib administrasi pengelolaan asset daerah kota binjai. 

 

2. Misi 

Misi Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kota 

Binjai : 

1. Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah melalui intensifikasi, ekstensifikasi 

dan penyusunan perangkat hukum tentang pendapatan sesuai dengan 

tuntutan perubahan lingkungan dan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku. 

2. Efektivitas dan efisiensi dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran 

melalui penerapan anggaran yang berbasis kinerja dan analisis standar 

belanja. 

3. Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dan pertanggung jawaban 

keuangan daerah dan pelaporan penatausahaan penerimaan dan belanja 

daerah. 
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4. Peningkatan tertib administrasi asset daerah dalam rangka menyusun 

laporan keuangan yang trasnparan dan dapat di pertanggung jawabkan.  

 

3. Struktur BPKPAD Kota Binjai 

Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kota Binjai 

merupakan salah satu instansi pemerintah di lingkungan pemerintah Kota Binjai 

yang mempunyai tugas dan kewajiban membantu kepala daerah dalam 

penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang pengelolaan keuangan dan asset 

daerah kota binjai. 

Sesuai dengan peraturan daerah kota binjai nomor 16 Tahun 2012 

Tentang organisasi dan tata kerja lembaga teknis daerah (LPD) sebagai dasar 

pembentukan badan pengelolaan keuangan pendapatan  dan asset daerah 

(BPKPAD) kota binjai sebagai salah satu instansi pemerintah di lingkungan 

Pemerintah kota binjai dituntut untuk mewujudkan suatu instansi pemerintah  

yang bersih, transparansi akuntabilitas dan berwibawa (Good Govermence). 

 Badan pengelolaankeuanganpendapatan dan asset daerah kota binjai 

mempunyai tugas pokok membantu kepala daerah dalam penyelenggaraan 

pemerintah daerah di bidang pengelolaan keuangan dan asset daerah kota binjai. 
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Struktur BPKPAD Kota Binjai 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 4.1 Struktur Organisasi BPKPAD Kota Binjai 
Sumber :BPKPAD Kota Binjai 

Struktur Organisasi BPKPAD Kota Binjai terdiri dari: 

1. Kepala Badan 

2. Sekretariat, terdiri dari: 

- Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 

- Sub Bagian Keuangan 

- Sub Bagian Program 

3. Bidang Perbendaharaan, terdiri dari:  

- Sub Bidang Perbendaharaan Belanja Tak Langsung 

- Sub Bidang Perbendaharaan Belanja Langsung 

- Sub Administrasi dan Pelaporan Perbendaharaan 
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4. Bidang Anggaran, terdiri dari: 

- Sub Bidang Belanja Langsung 

- Sub Bidang Tidak Langsung 

- Sub Bidang Verifikasi Anggaran Belanja dan Pendapatan 

5. Bidang Akuntansi, terdiri dari: 

- Sub Bidang Akuntansi Pendapatan dan Belanja Daerah 

- Sub Bidang Pelaporan Pendapatan dan Belanja 

- Sub Bidang Sistem Informasi Keuangan Daerah 

6. Bidang PBB dan BPHTB terdiri dari: 

- Sub Bidang Pelayanan PBB dan BPHTB 

- Sub Bidang Penetapan PBB dan BPHTB 

- Sub Bidang Pengedalian PBB dan BPHTB 

7. Bidang Retribusi dan Pajak Daerah Lainnya, terdiri dari: 

- Sub Bidang Pelayanan Retribusi dan Pajak Daerah Lainnya 

- Sub Bidang Penetapan Retribusi dan Pajak Daerah Lainnya 

- Sub Bidang Pengendalian Retribusi dan Pajak Daerah Lainnya 

8. Pengelolaan Aset Daerah terdiri dari: 

- Sub Bagian Pendataan Aset Daerah 

- Sub Bidang Optimalisasi Aset 

- Sub Bidang Pengendalian Aset Daerah 

9. Unit Pelaksanaan Teknis Badan (UTPB) 

10. Kelompok Jabatan Fungsional 
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4. Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan 

Aset Daerah Kota Binjai 

  Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kota 

Binjai menyelenggarakan Fungsi: 

a) Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya. 

b) Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai 

dengan lingkup tugasnya. 

c) Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya, dan 

d) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas 

dan fungsinya.  

Ada beberapa macam tugas pokok dan fungsi dari struktur organisasi 

BPKPAD Kota Binjai yakni: 

1. Sekrektariat 

secretariat menyelenggarakan fungsi: 

a. Menyusun program dan rencana kerja. 

b. Melaksanakan pengelolaan urusan ketatausahan. 

c. Melaksanakan pengelolaan urusan administrasi kepegawaian. 

d. Melaksanakan pengelolaan urusan keuangan perbendaharaan. 

e. Melaksanakan pengelolaan urusan perlengkapan, kerumah tanggaan, 

pengadaaan barang dinas, inventarisasi barang serta melakukan 

perawatan dan pemeliharaan. 

f. Mempersiapkan rencana anggaran, pembukuan, pertanggung jawaban, 

mengelola urusan keuangan dan pembendahraan serta membuat 

laporan keuangan dinas. 
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g. Menyusun Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah 

(RENSTRA-SKPD). 

h. Menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 

(LAKIP). 

i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai 

dengan bidang tugasnya. 

2. Sub bagian umum 

Sub bagian umum menyelenggarakan fungsi: 

a. Menyusun dan melaksanakan rencana kegiatan. 

b. Mengelola ke tata usahaan dan surat menyurat. 

c. Mengelola administrasi umum dan kepegawaian. 

d. Melaksanakan kegiatan bidang perlengkapan, kerumah tanggaan 

kantor. 

e. Melaksanakan peningkatan kesejahteraan pegawai dan mengusulkan 

kenaikan pangkat, gaji, perpindahan dan pensiunan. 

f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris sesuai dengan 

bidang tugasnya. 

3. Sub bagian keuangan 

Sub bagian keuangan menyelenggarakan fungsi: 

a. Menyusun dan melaksanakan rencana kegiatan. 

b. Melaksanakan urusan keuangan, pembukuan keuangan, keperluan 

keuangan. 

c. Menyusun dan mengusulkan anggaran belanja pegawai, anggaran 

belanja rutin, dan anggaran belanja lainnya. 
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d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris sesuai dengan 

bidang tugasnya. 

4 .  Bidang PBB dan BPHTB 

Bidang PBB dan BPHTB menyelenggarakan fungsi: 

a. Menyusun program dan rencana kerja 

b. Memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat dalam 

memenuhi kewajiban perpajakan dengan pelayanan terpadu antara 

lain dengan memberikan pelayanan yang cepat dan tepat kepada wajib 

pajak. 

c. Meningkatkan koordinasi dan pengawasan atas pemberian pelayanan 

kepada wajib pajak, secara terus menerus mengupayakan perbaikan 

data dalam rangka perbaikan data untuk peningkatan PBB-P2 dan 

BPHTB. 

d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai 

dengan bidang tugasnya.  

5. Seksi penetapan PBB dan BPHTB 

Seksi penetapan PBB dan BPHTB mempunyai fungsi: 

a. Menyusun dan melaksanakan rencana kegiatan. 

b. Menetapkan PBB dan BPHTB sesuai standar oprasional PBB dan 

BPHTB dan bertanggung jawab kepada kepala bidang yang berkaitan 

dengan hal-hal penetapan PBB dan BPHTB. 

c. Melaksanakan pendataan wajib pajak. 

d. Menerbitkan surat pemberitahuan wajib pajak. 

e. Menerbitkan surat pemberitahuan objek pajak (SPOP). 
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f. Melaksanakan penilaian dan penetapan. 

g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepada bidang sesuai 

dengan bidang tugasnya.  

6. Seksi Pajak Daerah  

Seksi Pajak Daerah mempunyai fungsi : 

a. Menyusun dan melaksanakan rencana kegiatan. 

b. Mempersiapkan rencana dan kegiatan pajak daerah. 

c. Menyusun bahan petunjuk teknis lingkup pajak daerah. 

d. Penyusunan rencana potensi pendapatan daerah dibidang pajak 

daerah. 

e. Pengkajian pengembangan potensi daerah. 

f. Melaksanakan tugas yang lain diberikan kepala bidang sesuai dengan 

tugas lainnya.  

7. Seksi Retribusi 

Seksi Retribusi mempunyai fungsi: 

a. Menyusun rencana kegiatan. 

b. Bahan petunjuk retribusi. 

c. Menyiapkan data potensi pendapatan dibidang retribusi. 

d. Menyiapkan data pengkajian pengembangan potensi retribusi daerah. 

e. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh kepala bidang sesuai 

dengan tugasnya. 
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5. Tugas dan wewenang Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan 

Aset Daerah Kota Binjai 

Dalam wawancara yang telah dilakukan dengan beberapa narasumber 

mengatakan tugas dan wewenang antara lain:  

a. Sebagai koordinator dalam penerimaan pendapatan asli daerah 

(PAD) dan sebagai penyusunan laporan keuangan daerah. 

b. Menyusun rancangan APBD dan RAPBD. 

c. Merumuskan kebijakan teknis mengenai urusan administrasi 

keuangan daerah. 

6. Prosedur pendataan obyek pajak bumi dan bangunan 

Adapun prosedur obyek pajak bumi dan bangunan pemerintah kota 

binjai sebagai berikut: 

a. Secara pasif : wajib pajak datang kekantor BPKPAD untuk mengisi 

formulir yang dilakukan oleh petugas. 

b. Secara aktif :dilakukan oleh petugas dengan cara mendata dan 

mencocokan obyek dan subyek pajak yang ada dengan keadaan 

sebenarnya dilapangan. 

 

7. Wewenang pemerintah kota binjai dalam pemungutan pajak bumi 

dan bangunan 

Hasil wawancara dengan narasumber mengetahui, sejak tahun 2013 

PBB-P2 sudah dialihkan pajak daerah, sehingga pemerintah kota binjai 

sudah mempunyai kewenangan untuk mengelola PBB-P2.  
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8. Tata cara pemungutan pajak dan capaian pajak bumi dan bangunan 

pemerintah kota binjai 

Dari hasil wawancara diketahui bahwa tata cara pemungutan pajak 

dengan menghimbau Wajib Pajak agar langsung membayar PBB ke 

bank, dan melalui kolektor/petugas lapangan mendatangi Wajib Pajak 

9. Cara penentuan dan penetapan target pajak bumi dan bangunan 

Dari hasil wawancara dari beberapa narasumber di dapat bahwa cara 

penentuan dan penetapan target pajak bumi dan bangunan dilihat dari 

realisasi tahun sebelumnya, dibandingkan dan dibuat presentasenya 

yang nantinya ditetapkan oleh kepala badan. 

10. Realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan terhadap target yang 

ditetapkan 

Berdasarkan hasil wawancara realisasi penerimaan pajak bumi dan 

bangunan belum terealisasikan dari target yang disebabkan oleh masih 

adanya Wajib Pajak yang menunggak dalam pembayaran PBB. 

11. Upaya yang dilakukan dalam peningkatan Pajak Bumi dan Bangunan 

Kedua narasumber mengatakan bahwa upaya yang dilakukan melalui 

operasi sisir yaitu yang mendatangi dan menagih dari rumah kerumah. 

12. Cara penyuluhan pembayaran PBB kepada wajib pajak dan 

bagaimana cara mengetahui waktu pembayaran pajak bumi dan 

bangunan 

Penyuluhan kepada Wajib Pajak melalui pemasangan spanduk disetiap 

kelurahan dan kecamatan di kotabinjai. Untuk mengetahui waktu 
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pembayaran pajak bumi dan bangunan dari SPPT PBB yang memungut 

petugas kolektor dan petugas lapangan BPKPAD. 

13. Kendala dalam pemungutan pajak bumi dan bangunan 

Berdasarkan hasil wawancara dari narasumber banyak wajib pajak  

yang belum sadar membayar pajak yang menjadi kendala pemungut 

pajak bumi dan bangunan.  

14. Analisis Data 

Untuk membiayai seluruh kegiatan pemerintahan, pemerintah daerah 

memerlukan penerimaan daerah yang sebagian besar diperoleh dari pajak. Untuk 

meningkatkan penerimaan yang telah disusun dalam APBD, pemerintah 

kabupaten/ kota mulai melakukan penyesuaian terhadap beberapa komponen 

pendapatan daerah, salah satunya adalah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). PBB 

merupakan bagian dari Dana Perimbangan, tahun berjalan muncul undang-undang 

No. 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah yang memasukkan 

dua jenis pajak pusat yaitu Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan 

(BPHTB) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) untuk sektor Perkotaan sebagai 

pajak daerah. 

a) Analisis Efektivitas 

Menghitung tingkat efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah 

daerah dalam merealisasikan pendapatan pajak bumi dan bangunan yang 

direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi 

(Halim, 2012:46). 
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Efektivitas dapat diukur dengan rumus sebagai berikut (Adelina,2012)  

 

 

Setelah menghitung tingkat efektivitas dapat mengukur presentase kriteria, 

jika melebihidari 100%, tingkat efektif PBB sangat efektif seperti terlihat pada 

tabel dibawah: 

Tabel 4.1 
Interprestasi Nilai Efektivitas 

Presentase Kriteria 
>100% Sangat Efektif 

90-100% Efektif 
80-90% Cukup 
60-80% Kurang Efektif 
<60% Tidak Efektif 

Sumber: Depdagri, kepmendagri No. 690.900.327 (Adelina, 2012) 

b) Analisis Kontribusi 

Analisis kontribusi pajak bumi dan bangunan suatu analisis yang 

digunakan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi yang dapat disumbangkan 

dari penerimaan pajak bumi bangunan terhadap pajak daerah dan pendapatan asli 

daerah, maka dibandingkan antara realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan 

terhadap pajak daerah dan pendapatan asli daerah. 

Jika potensi pajak bumi dan bangunan yang ada di daerah semakin besar 

dan pemerintah derah dapat mengoptimalkan sumber penerimaan secara baik 

maka kemandirian yang ada di daerah-daerah semakin menjadi kokoh, salah 

satunya target dan realisasi pajak bumi dan bangunan, yang nantinya akan 

meningkatkan total hasil pajak daerah. Jika pajak daearah meningkat, sudah tentu 

akan membawa dampak yang baik yaitu memberikan peluang kepada peningkatan 

Efektivitas PBB  = Realisasi Penerimaan PBB  x 100 % 
Target Penerimaan PBB 
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Pendapatan Asli Daerah sehingga secara otomatis akan mengurangi rasio 

ketergantungan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat (Halim, 2012:163). 

Berikut ini rumus perhitungan kontribusi pajak bumi bangunan (Halim, 

2012:164): 

 

 

Tabel 4.2 
Interprestasi Kontribusi PBB terhadap Pajak Daerah atau PAD 

Presentase Kriteria 
0,00%-10% Sangat Kurang 
10,10%-20% Kurang 
20,10%-30% Sedang 
30,10%-40% Cukup Baik 
40,10%-50% Baik 

>50% Sangat Baik 
 

 
 
B. Pembahasan 

1. Analisis Kontribusi Penerimaan PBB terhadap PAD Kota Binjai 

Sebelum munculnya Undang-undang No. 28 tahun 2009, Pajak Bumi 

dan Bangunan merupakan bagian dari Dana Perimbangan. Dana Perimbangan 

merupakan pendanaan daerah yang bersumber dari APBN yang terdiri dari Dana 

Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus 

(DAK). Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan termasuk 

dalam Dana bagi hasil. Pada saat pajak PBB dikelola oleh pemerintah pusat, biaya 

pemungutan ditetapkan sebesar 9% berdasarkan UU No 28 tahun 2009. Setelah 

pengalihan ini, semua pendapatan dari sektor PBB-P2 akan masuk kedalam kas 

pemerintah daerah. Hasil dari pengelolaan pajak tersebut 100% (seratus persen) 

masuk ke kas daerah setempat, sehingga tidak akan ada lagi bagi hasil pajak 

Kontribusi PBB= Realisasi PBB x 100% 
   Realisasi PAD 
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kepada pemerintah pusat. Untuk besarnya biaya pemungutan setelah dialihkan 

sesuai dengan Peraturan Pemerintah No 69 tahun 2010 sebesar 5% dari target atau 

ketetapan. Keberhasilan organisasi dalam merealisasikan penerimaan pajak sesuai 

dengan target kurang memiliki arti jika ternyata biaya yang dikeluarkan untuk 

merealisasikan target tersebut lebih besar dari pada realisasi penerimaannya. 

Dengan mengetahui tingkat efisiensi PBB-P2 di Kota Binjai ini diharapkan dapat 

menjadi salah satu pertimbangan evaluasi untuk Badan Keuangan Daerah Kota 

Binjai dalam proses pemungutan PBB-P2 berdasarkan biaya yang 

dikeluarkan. 

Analisis kontribusi pajak bumi dan bangunan suatu analisis yang digunakan 

untuk mengetahui seberapa besar kontribusi yang dapat disumbangkan dari 

penerimaan pajak bumi bangunan terhadap pajak daerah dan pendapatan asli 

daerah, maka dibandingkan antara realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan 

terhadap pajak daerah dan pendapatan asli daerah. Dengan demikian jika potensi 

pajak bumi dan bangunan yang ada di daerah semakin besar dan pemerintah derah 

dapat mengoptimalkan sumber penerimaan secara baik maka kemandirian yang 

ada di daerah-daerah semakin menjadi kokoh, salah satunya target dan realisasi 

pajak bumi dan bangunan, yang nantinya akan meningkatkan total hasil pajak 

daerah. Jika pajak daearah meningkat, sudah tentu akan membawa dampak yang 

baik yaitu memberikan peluang kepada peningkatan Pendapatan Asli Daerah 

sehingga secara otomatis akan mengurangi rasio ketergantungan pemerintah 

daerah kepada pemerintah pusat (Halim, 2012:163).  
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Berikut akan dijabarkan tabel mengenai tolak ukur kemampuan penerimaan 

PBB di Kota Binjai yang dapat dilihat dari rasio kontribusi PBB terhadap total 

PAD pada tabel berikut: 

 

Tabel 4.3 
Kontribusi PBB terhadap PAD Kota Binjai 

Periode 
Tahun 

Realisasi PBB Realisasi PAD Persentase  Keterangan 

2015 5.369.063.223,00 78.327.793.000,00 6,86% Sangat Kurang 

2016 7.312.371.928,00 97.339.497.584,00 7,51% Sangat Kurang 

2017 8.802.139.503,00 129.719.664.931,48 6,79% Sangat kurang 

Sumber :Dinas Pendapatan Daerah Kota Binjai.(data diolah) 

Berdasarkan Tabel 4.3 terlihat bahwa kontribusi pajak bumi dan bangunan 

perdesaan dan perkotaan terhadap pendapatan asli daerah rata-rata dari tahun 2015 

sampai dengan tahun 2017 adalah sebesar 7,05%, berdasarkan criteria kontribusi 

tersebut termasuk sangat kurang. Pada tahun 2015 kontribusi PBB P2 sebesar 

6,86%, yang menunjukkan bahwa kontribusi PBB P2 terhadap PAD 

masihtergolongsangatkurang. Selanjutnya pada tahun 2016 terjadipeningkatan 

menjadi 7,51% dari tahun sebelumnya, walaupun penerimaan PBB P2 meningkat 

namun kontribusi terhadap PAD masih sangat kurang. Pada tahun 2017 bahkan 

kontribusi pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan menurun menjadi 

6,79%. Kontribusi PBB P2 yang masih kecil dikarenakan pertumbuhan persentase 

pendapatan asli daerah lebih besar dari pertumbuhan pajak bumi dan bangunan. 

Pemerintah masih belum memandang penting penerimaan PBB P2, sehingga 

penerimaan PBB P2 optimal yang mengakibatkan hasil penerimaan belum 

maksimal, banyaknya masyarakat yang menunggak pembayaran PBB P2, masih 
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kurangnya pemahaman masyarakat mengenai pentingnya membayar PBB P2 itu 

sendiri. Pemerintah telah berupaya untuk meningkatkan kontribusi PBB P2 

dengan melakukan update data dan menggali potensi baru melalui kegiatan 

pendataan kelapangan. Pemerintah daerah tidak hanya melakukan update data 

akan tetapi pemerintah dapat melakukan sosialisasi, sehingga dapat diketahui 

penyebab masyarakat tidak membayar PBB P2. Selain melakukan sosialisasi, 

pemerintah dapat memasang spanduk mengenai pembayaran PBB P2.  

2. Analisis Efektivitas Penerimaan PBB 

Kota Binjai merupakan salah satu kabupaten di wilayah Provinsi Sumatera 

Utara yang sudah menerapkan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan 

Perkotaan (PBB P2) sebagai salah satu pajak daerah sejak tahun 2013. Mulai 1 

Januari 2013 Pemerintah Kabupaten Banyumas merealisasi pelaksanaan 

pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan yang 

semula dipungut oleh Pemerintah Pusat. Hal tersebut dilakukan untuk menindak 

lanjuti Undang-undang  Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan 

Retribusi  Daerah, yang mengamanatkan kepada pemerintah kabupaten/kota untuk 

mengelola sendiri Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). 

Analisis efektivitas pajak daerah yaitu yang menggambarkan kemampuan 

pemerintah daerah dalam merealisasikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang 

direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan  potensi 

rill daerah (Halim, 2014:135). Tingkat efektifitas juga di ukur dengan 

membandingkan antara rencana yang telah ditentukan dengan hasil nyata yang 

telah diwujudkan. Namun, jika usaha atau hasil pekerjaan dan tindakan yang 

dilakukan tidak tepat sehingga menyebabkan tujuan tidak tercapai atau saran yang 
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diharapkan, maka hal itu dikatakan tidak efektif (Rahman, 2010:67). 

Untuk tingkat efektivitas dari tahun 2015 sampai 2017 akan dijelaskan 

dalam tabel berikut ini: 

Tabel 4.4  
Tingkat Efektivitas Penerimaan PBB Kota Binjai 

Periode  
Tahun 

Target Realisasi Persentase  Keterangan 

2015 6.200.000.000,00 5.369.063.223,00 86,60% Cukup 
Efektif 

2016 7.100.000.000,00 7.312.371.928,00 102,99% Sangat 
Efektif 

2017 8.213.888.589,00 8.802.139.503,00 107,16% Sangat 
Efektif 

Sumber :Dinas Pendapatan Daerah Kota Binjai.(data diolah) 

Tabel 4.4 menggambarkan perkembangan penerimaan Pajak Bumi dan 

Bangunan (PBB) kurun waktu 2015 – 2017 yang cenderung meningkat 

dikarenakan rata-rata penerimaan PBB Kota Binjai yang sudah sangat efektif. 

Tabel 4.7 menjelaskan efektivitas penerimaan PBB di Kota Medan tahun 2015 -

2017 yang cenderung naik yakni sebesar 86,60%, 102,99% dan 107,16%. 

Berdasarkan Tabel 4.2 tingkat efektivitas penerimaan pajak bumi dan 

bangunan perdesaan dan perkotaan rata-rata dari tahun 2015-2017 adalah sebesar 

98,91%  yang dikategorikan efektif. Pada tahun 2015 realisasi penerimaan PBB 

P2 tahun 2015 tidak melebihi target yang telah ditetapkan dengan besar 86,60 %, 

hal ini terjadi di karenakan setelah dilimpahkan ke daerah, pemerintah daerah 

belum melakukan validasi keakuratan data subjek dan objek pajak. Data yang 

diterima dari pemerintah pusat yang disampaikan kepada masyarakat banyak 

mengalami penolakan karena tidak sesuai datanya baik identitas pemilik maupun 

luas dan jenis bangunan sehingga para wajib pajak enggan melunasi pajak bumi 

dan bangunan perdesaan dan perkotaan tersebut. Tahun 2016 terjadi kenaikan 
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yang signifikan dari tahun sebelumnya yaitu penerimaan PBB P2 sebesar 

102,99% sehingga dapat dikategorikan sangat efektif, kenaikan ini dikarenakan 

adanya penambahan wajib pajak yang harus membayar PBB P2. Pada tahun 2017 

terjadi kenaikan yang sedikit meningkat dari tahun sebelumnya dimana 

penerimaan PBB P2 sebesar 107,16% dan dapat dikategorikan sangat efektif. 

Peningkatan penerimaan PBB P2 tidak diikuti dengan meningkatkan penetapan 

target yang dikarenakan kemampuan daerah dalam merealisasikannya. Penetapan 

target penerimaan yang telah dilakukan bukan hanya berdasarkan kondisi realisasi 

PBB P2 saja. Banyak indikator lain yang menjadi pertimbangan seperti data 

subjek dan objek pajak maupun aspek secara akuntansi. Contohnya saja jika data 

dari pusat yang belum dilakukan update data, para wajib pajak akan menolak 

untuk membayar. Target yang ditetapkan akan mengalami penurunan secara 

realisasi. Secara akuntansi jika realisasi lebih kecil dari target maka akan 

mengakibatkan membesarnya nilai piutang dan piutang tersebut juga nantinya 

akan sulit dilakukan penagihan karena data belum sesuai. Pemerintah daerah 

sendiri kurang tepat dalam menetapkan target kurang tepat.  

 
3. Faktor Penghambat Efektivitas Penerimaan PBB Kota Binjai 

Berdasarkan sumbangan PBB yang besar dalam PAD, perlunya 

meminimalkan faktor-faktor penyebab realisasi penerimaan PBB rendah agar 

penerimaan PBB dapat dioptimalkan. Faktor-faktor yang mempengaruhi realisasi 

penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan pada Kota Binjai terbentuk dari 2 kendala 

yaitu kendala intern dan kendala ekstern: 
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1) Kendala Intern 

a. Sumber Daya Manusia 

Sumber Daya Manusia adalah orang-orang yang terlibat di dalam 

organisasi. Sumber Daya Manusia merupakan motor utama dalam suatu 

organisasi. Dalam setiap organisasi kerja, seluruh aktivitas organisasi mulai 

dari perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengembangan tidak akan 

terlaksana tanpa melibatkan sumber daya manusia yang memadai 

jumlahnya dan kompeten. Faktor  sumber  daya manusia merupakan hal yang 

sangat berpengaruh dalam pelaksanaan tindakan penagihan pajak. Kondisi 

sumber daya manusia dalam hal ini Jurusita Pajak dapat dilihat dari dua segi 

yaitu kualitas dan kuantitas Jurusita Pajak. 

b. Penatausahaan Administrasi Seksi Penagihan 

Salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan seksi penagihan 

mencapai target pelaksana tindakan penagihan tunggakan pajak adalah 

bagaimana petugas tata usaha piutang pajak melakukan penatausahaan 

administrasi penagihan dengan tata tertib dan akurat. Tanpa administrasi 

yang baik upaya penegakan hukum dapat menjadi terhambat. Salah satu 

kendala yang dihadapi seksi penagihan KPP Pratama Binjai Kota ialah data-

data penagihan pajak tahun-tahun sebelumnya tidak di administrasikan dengan 

baik sementara petugas penagihan KPP Binjai Kota adalah masih 

kebanyakan orang baru sehingga sangat sulit dalam melaksanakan tindak 

lanjut tindakan penagihan. 
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2) Kendala Ekstern 

a. Kerjasama Dengan Lembaga Terkait 

Dalam pelaksanaan penagihan pajak seringkali dijumpai permasalahan 

tidak ditemukannya penanggung pajak, sehingga wajib pajak berpindah dari 

tempat asalnya dan penanggung pajak tidak memberitahukan mengenai 

kepindahan alamatnya dan/atau data penanggung pajak yang tidak mutakhir 

sehingga nama dan/atau alamat penanggung pajak yang 

tercantum dalam surat paksa maupun surat perintah melaksanakan 

penyitaan sudah tidak dapat ditemukan lagi. Masalah ini seringkali dialami 

oleh jurusita dalam mengindikasikan penanggung pajak sehingga mempersulit 

pelaksanaan tugas Jurusita Pajak. Dalam hal ini adanya peningkatan kerjasama 

dengan pihak lain seperti instansi pemerintah dan lembaga-lembaga swasta 

terkait merupakan hal yang sangat penting, karena wajib pajak/penanggung 

pajak dalam menjalankan usaha dan kegiatannya tentu tidak terlepas dari 

hubungan dengan pihak-pihak tersebut. Dalam proses penagihan 

pajak, jurusita pajak selain menghadirkan saksi juga dapat meminta bantuan 

pihak ketiga untuk memperlancar proses penagihan tersebut, namun kenyataan 

yang dihadapi di lapangan pihak ketiga ternyata belum mengetahui dengan 

baik ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Berikut beberapa hambatan 

yang berasal dari pihak ketiga : 

1. Pihak bank. 

Pihak bank seringkali tidak kooperatif dengan merahasiakan 

keterangan mengenai nasabahnya yang akan diperiksa untuk 

kepentingan perpajakan, salah satunya pada saat proses penyitaan. 
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2. Pihak instansi pemerintah. 

Yang dimaksud aparat pemerintah daerah di sini adalah termasuk juga 

petugas kelurahan setempat atau aparat pemerintah daerah unit lain yang 

bertugas di wilayah tempat berlangsungnya penyitaan. Salah satu 

contohnya adalah keengganan petugas kelurahan setempat untuk 

dimintakan bantuannya menjadi saksi dalam hal penyitaan tidak dihadiri 

oleh wajib pajak. 

3. Pihak lain, seperti Dinas Perhubungan. 

Sehubungan pelaksanaan lelang, pihak KPP diharuskan untuk meminta 

informasi harga atas barang tertentu, misalnya harga kendaraan yang akan 

digunakan sebagai bahan pertimbangan penentuan limit harga terhadap 

barang yang akan dilelang. Namun, seringkali permintaan tersebut 

diperoleh dalam waktu yang agak lama sehingga dapat menghambat 

pelaksanaan lelang. 

4. Pengetahuan Wajib Pajak 

Banyak wajib pajak yang beranggapan bahwa apabila tidak ada 

kegiatan usaha, maka wajib pajak tersebut tidak perlu melaporkan 

kewajiban perpajakannya setiap bulan ke KPP, akibatnya wajib pajak 

dikenakan sanksi administrasi karena tidak melaporkan kewajiban 

perpajakannya tersebut dan akhirnya menjadi tunggakan pajak bagi KPP 

Binjai Kota. Wajib pajak kadangkala salah dalam mengartikan masalah 

pengajuan keberatan karena kurangnya pengetahuan tentang peraturan 

perpajakan. 
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5. Wajib Pajak Sudah Tidak Berada di Alamat Terdaftar. 

Salah satu unsur yang membuat proses pencairan tunggakan pajak berhasil 

adalah adanya kejelasan alamat tempat tinggal dan tempat usaha wajib 

pajak. Tanpa alamat yang jelas sudah pasti menyulitkan petugas pajak 

untuk melakukan pengecekan ulang atas pelaksanaan kewajiban 

perpajakannya. 

Kendala yang terjadi dalam rangka pencairan tunggakan pajak 

untuk tahun 2015 sampai dengan 2017 tersebut karena hal-hal sebagai 

berikut: 

1) Ketidaksesuaian data identitas wajib pajak/penanggung pajak dengan 

kondisi yang ada dilapangan. Dalam arti wajib pajak/penanggung 

pajak mengganti identitasnya atau mengganti nama dari Kartu Tanda 

Penduduk (KTP) agar bisa terhindar dari kewajiban perpajakannya. 

2) Adanya kesulitan dalam mencari kesesuaian antara jumlah utang 

pajak dengan nilai objek sita yang dimiliki wajib pajak/penanggung 

pajak. Wajib pajak tidak ditemukan lagi alamatnya karena berpindah-

pindah atau ganti kepemilikan usaha. 

3) Objek sita tidak ada karena telah dijadikan jaminan kepada pihak 

kreditor/bank. 

4) Ketidakmampuan wajib pajak untuk membayar tunggakan pajak 

karena wajib pajak yang bersangkutan tidak mempunyai usaha lagi 

atau wajib pajak orang pribadi yang bersangkutan sudah 

meninggalkan Indonesia untuk jangka waktu yang tidak dapat 

dipastikan. 
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5) Wajib pajak tidak mengetahui adanya tunggakan pajak sebagai akibat 

dari ketidaktahuan wajib pajak tentang kewajiban perpajakannya. 

6) Kesadaran Wajib Pajak. Kesadaran wajib pajak memenuhi kewajiban 

perpajakan di sebagian kalangan masih sangat rendah, adanya wajib 

pajak yang menghindar dari pembayaran kewajiban pajaknya dengan 

berbagai alasan, dan panggilan persuatif kepada wajib 

pajak yang tidak direspon, sehingga pencairan tunggakan pajak 

terhambat. Hal ini disebabkan oleh rendahnya ketaatan masyarakat 

terhadap 

hukum dan kurang mengerti arti dari maksud pembayaran pajak 

tersebut. Apabila wajib pajak tersebut tidak taat terhadap pembayaran 

pajak maka akan menimbulkan tingkat pertumbuhan perekonomian 

semakin rendah/lambat. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data yang telah dijelaskan 

sebelumnya, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut: 

1) Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa tingkat efektivitas penerimaan 

PBB di Kota Binjai mengalami fluktuatif dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun 

terakhir dengan rata-rata persentase sebesar 98,91% dengan kategori efektif. 

Tingkat efektivitas tertinggi terjadi pada tahun 2017 sebesar 107,16% dengan 

kategori sangat efektif, dan efektivitas terendah terjadi pada tahun 2015 

sebesar 86,60% dengan criteria cukupefektif. 

2) Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa kontribusi PBB di Kota 

Binjai dikategorikan sangat kurang dengan rata-rata persentase hanya sebesar 

7,05%. Kontribusi tertinggi terdapat pada tahun 2016 sebesar 7,51% dengan 

kriteria kurang, dan terendah terdapat pada tahun 2017 sebesar 6,79% dengan 

criteria sangat kurang. 

B. Saran 

Sehubungan dengan hasil penelitian yang diperoleh, maka dapat ditemukan 

beberapa saran sebagai berikut: 

1. Pemerintah daerah diharapkan terus menggali potensi-potensi yang masih ada 

di Kota Binjai dengan begitu akan menambah penerimaan PBB P2 sehingga 

akan mencapai target yang telah ditetapkan. 

2. Pemerintah diharapkan mengadakan sosialisasi perpajakan secara intensif 

agar wajib pajak dapat meningkatkan pemahaman dan kesadaran untuk 
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membayar PBB P2 tepat waktu dengan jumlah yang sesuai, sosialisasi dapat 

dilakukan dengan memasang spanduk mengenai pembayaran PBB P2 yang 

memberitahukan bahwa SPPT telah diterbitkan dan dapat di ambil di kantor 

Kelurahan, mencantumkan tanggal jatuh tempo pembayaran PBB P2 serta 

sanksi yang akan dikenakan apabila tidak melunasi pembayaran pajak. 

3. Untuk masyarakat, pencapaian potensi bukan hanya tugas pemerintahan 

namun juga merupakan tugas masyarakat. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 

bukan merupakan suatu beban, akan tetapi suatu kewajiban yang harus 

dibayar untuk mensejahterakan masyarakat sendiri khususnya masyarakat 

Kota itu sendiri. 
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